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KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Eko Prasojo
{Guru Besar Hmu Administrasi Publik Fisip UL)

Pelayanan publik adalah produk bekenjanya sistem administrasi secara
keseluruhan. Keberadaan dan esensi sistem administrasi suatau negara scjatinya
sanpat mudah diukur apakah hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik dapat
diselenggarakan dengan baik. Dengan kata lain baik buruknya suatu pelayanan publik
akan sangat ditentukan oleh kualitas sistem administrasi yang dimiliki oleh suatu
Negara. Schagai scbuah sistem, administrasi negara sangal dipengaruhi oleh sub-
sistem sub-sistem lamnya seperti sub sistern ckonomi, hukum, politik, sosial dan
budaya. Keseluruhan sub sistem terscbut secara langsung maupun tdak Iml\gsung
akan mempengaruhi tugas negard dalam memberikan pelayanan publik dan
pemenuhan hak-hak sipil warga. Kegagalan pembangunan dan pelayanan publik
biasanya discbabkan olch ketidakmampuan pemimpinnya melakukan perubaban
terhadap sistem administrasi negaranya. :

Dalam teori dan praktek, kajian terhadap Administrasi Negara sebagai
mesin pelayanan publik telsh mengalami perubahan yang sangat signifikan.
Perkembangan itu dimulai pada masa sebelum lahimya konsep Negara Bangsa
hingga lahimya ilmu modemn dan Administrasi Negara yang hingga saat i‘m telah
mengalami beberapa kali pergeseran paradigma, mulai dani model klasik yang
berkembang dalam kurun waktu 1855/1887 hingga akhir 1980an; New Public
Management (NPM) yang berkembang dalam kurun waktu akhir 1980an hingga
pencﬁgahzn 1990an; sampai kepada The New Governance yang, berkembang scjak
pertengahan 19%0an hingga saatini,

Pergeseran paradigma Administrasi Negara tersebut, telah membawa
implikasi terhadap penyelenggaraan peran Administrasi Negara khususnya terkait
dengan pendekatan yang digunakan dalam pelayanan publik; pembuatan dan
pelaksanaan strategi; pengelolaan organisasi secara internal; serta interaksi antara
Administrasi Negara dengan politisi, masyarakat dan aktor lainnya. Implikasi yang
demikian tentu saja pada akhimya akan sangat menentukan corak dan ragam dalam
penyelengparaan Pemerintahan dan schuah Negara, termasuk Indonesia. Corak dan
ragam tersebut akan sangat ditentukan oleh kondisi lokal yang ada di scb@h negarna,
Dengan kata lain sejauhmana Administrasi di suatu negara mcnyc.umkan dini dengan
perkembangan paradigma yang ada; serta sejauhmana penycsuann tcmcbug
dilakukan dengan memperhatikan konteks lokal dan permasalahan yang ada i
Negara tersebut.

vi
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Kumpulan hasil sejumlah pemikiran dan penelitan di dalam buku yang,
diedit oleh Dr. Slamet Rosyadi, Dr. P Israwan Setyoko dan Al Rokhman PhDD,
menggambarkan dinamika dan perkembangan pelayanan publik di Indonesia,
khususnya pada tingkat pemenntahan dacrah. Perkembangan pelayanan publik i
sekaligus mereficksikan perkembangan paradigma dan praktck ilmu administrasi
negara di Indoncsia. Dalam Bab pertama digambarkan olch editor bagaimana
perkembangan terakhir paradipma the new public service dalam prospek
penerapannya di Indonesia. Seperti telah dipahami paradigma the new public service
merupakan anti tesis terhadap paradigma new public management yang sangal
mengedepankan perspektif customer yang menjiwai sektor privat The new public
service memberikan anti tesis bahwa keberadaan pemerintah adalah melayani (serve)
bukan hanya sckadar mengarahkan (rof steer). Masyarakat bukanlah customer,
melainkan citizen yang memiliki hak-hak warga negara. Pertukaran yang terjadi
antara masyarakat dan pemenintah bukanlah pertukaran yang sukarela ( voluntary),
melainkan pertukaran yang mengikat dan hierarkis (obligatory).

Kumpulan hasil sejumlah pemikiran dan penclitian di dalam buku yang
diedit oleh Dr. Slamet Rosyadi, Dr. P. Israwan Setyoko dan Ali Rokhman Ph.D,
menggambarkan dinamika dan perkembangan pelayanan publik di Indonesia,
khususnya pada tingkat pemenntahan dacrah. Perkembangan pelayanan publik ini
sckaligus merefleksikan perkembangan paradigma dan praktek ilmu administrasi
negara di Indonesia. Dalam Bab pertama digambarkan oleh editor bagaimana
perkembangan terakhir paradigma the new public service dalam prospek
penerapannya di Indonesia. Seperti telah dipahami paradigma the new public service
merupakan anti tesis terhadap paradigma new public management yang sangat
menpedepankan perspektif customer yang menjiwai sektor pnvat. The new public
service memberikan anti tesis bahwa keberadaan pemenntah adalah melayani (serve)
bukan hanya sckadar mengarahkan (not steer). Masyarakat bukanlah customer,
melainkan citizen yang memiliki hak-hak warga negara. Pertukaran yang terjadi
antara masyarakat dan pemenntah bukanlah pertukaran yang sukarela (voluntary),
melainkan pertukaran yang mengikat dan hierarkis (obligatory).

Perkembangan paradigma administrasi negara dalam teori dan praktek,
berkelindan dengan semangat otonomi dacrah yang telah menjadi keputusan pohitik.
Adalah tujuan otonomi dacrah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam prakicknya i Indonesia,
otonomi daerah memang menampakkan hasil yang tidak sama. D1 banyak dacrah
otonomi dacrah lebih cenderung pada intensifikasi pekerjaan politik untuk
kemakmuran dan kesejahteraan elite lokal belaka. Hanya sedikit dacrah yang benar-
benar menjadikan otonomi dacrah sebagail instrumentasi untuk menciptakan kualitas
pelayanan publik, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Di dacrah-daerah




yang berhasil menjadikan otonomi daerah sebagai alat kesejahteraan masyarakat,
lazimnya selalu ditandai oleh keberadaan figur dan tokoh kepala dacrah yang
memiliki komitmen dan kompetensi untuk melakukan perubahan.

Keberhasilan otonomi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang baik ditentukan oleh komitmen kepala dacrah
(Gubernug/Bupati/Walikota) untuk melakukan perubahan dalam sistem birokrasinya.
Kemampuan dan komitmen kepala daerah adalah keniscayaan untuk menciptakan
Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal int dimulai dengan melakukan
perubahan-perubahan yang signifikan terhadap paradigma, budaya, mindset dan tata
kerja aparat pemenintahan. Tetapi, jalan untuk menciptakan Good Governance adalah
jalan panjang yang menanjak dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat.
Ketidaksabaran para pemimpin dan resistensi yang sangat besar dari politisi dan
birokrat biasanya akan menyebabkan gagalnya upaya menciptakan  Good
Governance.

Buku ini memberikan gambaran best practices pelayanan publik yang
berkembang dalam pemenntahan dacrah, Tentu saja dalam kajian akademik,
pembahasan  best practices i lebih mudah dipabami, karena para penulis
menggunakan kerangka pemikiran yang jelas dan memungkinkan untuk melakukan
analisis serta membuat anti tesis baru terhadap perkembangan ilmu administras)
negara Bagi kalangan praktisi pemerintahan daerah, buku ini dapat memberikan
contoh baik bagaimana memberdayakan masyarakat dalam pelayanan publik,
membuat pelayanan publik yang cepat dan efisien melalui one stop service,
bagaimana mengukur kepuasan publik dalam pelayanan, dan bagaimana melakukan
pengukuran kinerja aparatur pelayanan. Semua aspek tersebut merefleksikan
langkah-langkah dalam melakukan reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan lokal.
Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dan komitmen kepala
daerah untuk melakukan reformasi birokrasi akan sangal menentukan peningkatan
kualitas pelayanan publik. Dalam tataran akademik, buku i diharapkan dapat
memberikan tambahan literatur bagi dosen dan mahasiswa mengenai perkembangan
ilma administrasi negara di Indonesia.

Saya mengucapkan selamat kepada editor dan penulis atas terbitnya
buku yang berjudul "Pelayanan Publik di Tingkat Lokal: kajian Teori dan Empink.
Semoga terbitnya buku int akan menggelorakan semangat sarjana ilmu administrasi
negara i Indonesia untuk terus mengembangkan ilmu administrast negara dan
memberikan kontribusi dalam pengembangan prakteknya di Indonesia, Selamat
membaca

Prof, Dr. Eko Prasojo

Vil
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KATA PENGANTAR
PENYUNTING

Puji syukur ke hadlirat Tuhan Yang Maha Kuasa akhimya kumpulan
artikel hasil penelitian yang dibiayai dengan dana Research Grant Program PHK A2
Jurusan Tlmu Admmistiasi Negara dapat kamt persembahkan kepada pembaca.
Tuyuan publikas: in tidak lain untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka
pengembangan limu Administrasi Negara yang telah berkembang cukup pesat sejak
eratahun 1990 an

Berbagai 1su dan konsep telah dilontarkan para ahli Nmu Administrasi
Negara dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan
oleh administrasi negara direspon dalam buku ini dalam konteks lokal. Isu lokal
khususnya Kabupaten Banyumas schagai lokus studi sengaja dijadikan sehagai
pilihan fokus kajian untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit mengenal
praktck administrasi negara khususnya pada era desentralisasi. Harapan lebih jauh
adalah beberapa praktek administrasi negara di tingkat lokal dapat mendorong
praktek baik bagi kalangan administrator daerah setelah membaca karya ini.

Dibuka dengan artikel yang berjudul “Prospek Penerapan New Public
Service di Indonesia”, Slamet Rosyadi dkk menguraikan ihwal latar belakang
munculnya pendekatan-pendekatan teoritik pelayanan publik. Intervensi kemajuan
ilmu ckonomi dan bisnis telah mendorong munculnya pendekatan New Public
Manajemen.  Namun dalam prakicknya berbagai dampak yang tidak diinginkan
tejadi dan menjauhkan komitmen pemerintah dalam menyediakan pelayanan
mendasar bagi warganya. Situasi tersebut mendorong munculnya pendekatan New
Public Service yang menckankan partisipasi dan pemberdayaan warga dalam proses
pelayanan publik. Untuk melengkapi praktek-prakiek pelayanan publik buku i
kemudian dilengkapi dengan berbagai kasus di tanah air khususnya di Kabupaten
Banyumas oleh penulis-penulis dalam buku ini.

Namun demikian, tentu saja karya ini tidak lepas dari berbagai
kekurangan.  Untuk itu kami dengan terbuka membuka kritik dan saran untuk
penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang Terlepas dari berbagai
kekurangan, karya ini dipersembahkan kepada pembaca khususnya para mahasiswa
yang mendalami kajian pelayanan publik dan praktisi pemerintah yang berkomitmen
untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi warganya.
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7. Kesiapan Aparatur Birokrasi Pemerintah
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Kabupaten Banyumas

Oleh : Muslih Faozanudin dan Liks Sn Sulistiani

PENDAHULUAN

Salah satu masalah mendasar yang dihadapt oleh pemerintah saat ini
adalah sistem pelayanan publik yang belum tertata dengan baik, yang menychabkan
terbengkelainya dan terabaikannya urusan-urusan yang menyangkut kepentingan
masyarakat. Masyarakat sering dihadapkan pada suatu posisi dimana mereka harus
menelan pil pahit, manakala harus berurusan dengan sistem pelayanan yang kurang
baik dan kurang memadai, mulai dani prosedur yang dikatakan berbelit-belit, waktu
yang lama, sampai dengan masalah biaya yang biasanya melebihi dan ketentuan yang
berlaku (Radar, 14 Pebruari 2006).

Berdasarkan pengamatan yang ditulis oleh Kumorotomo (2005:7), ada
dua hzl mendasar yang menycbabkan program dan pelayanan  publik kurang
responsif terhadap aspirasi masyarakat, yaitu perfama, para pemberi pelayanan masih
berorientasi kepada kekuasaan dan bukan kepada pelayanan publik secara wimum. Hal
ini karena mercka masib menempatkan dirinya sebagai penguasa dan masih terbatas
jumlahnya pejabat yang menyadari peranan dinnya sebagai penyedia dan pemberni
layanan kepada masyarakat (public server). Kedua, adanya kesenjangan yang lebar
antara apa yang diputusakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang dinginkan oleh
masyarakat. Kondisi seperti ini disebabkan Kkarena sistem poliik dan sistem
administrasi yang kurang mampu untuk menjembatani  kepentingan para elit dan
rakyat. Padahal, prinsip pelayanan publik adalah bahwa publik harus dipnaskan
untuk memberikan andil dalam rangka mensejahterakan rakyat sebagaimana tujuan
dan didinkannya pemerintah (Barata, 2003;16)

Dampak atas kondisi seperti di atas adalah, dikorbankannya kepentingan
masyarakat, dan memanjakan kepentingan elit, kecuali bagi masyarakat yang mampu
membayar atas biaya pelayanan yang diminta oleh lembaga pelayanan publik, maka
mereka dapat menikmati pelayanan yang cepat. Mengutip peryataan dan salah satu
pejabat yang ditulis oleh Dwiyanto dkk, (2003:83)  ‘diskriminasi pelayanan adalah
hal yang biasa terjadi di mana-mana’ merupakan bukti bahwa pelayanan publik belum
memihak pada rakyat,

Permasalaban tersebut diindikasikan sebagai akibat dan sistem birokrasi
yang telah berkembang sejak lama, yang dicirikan dengan masih rendahnya
kapabilitas aparatur yang ada sampai dengan masalah moralitas dan perilaku aparatur
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yang belum mencerminkan sebagai petugas dan public service agent (Turncr dan
Hulme, 1997-86.96) Menurut Mocljarto ( 2001:4) terlalu dalamnya internalisasi
sistem birokrasi pada jaman Orde Baru dengan model dan sistem dirigiste yang,
ditandai dengan adanya state-stewardeship dimana  pemenntah memiliki kendali
penuh dalam proses ckonomi, telah menempatkan posisi birokrat/apartur pemerintah
menjadi sosok yang arogan, angkuh dan sulit untuk dikritik, dan pelayanan yang
dilakukan oleh pemerintah semkin terpojok dalam kondisi yang kaku dan
menycbalkan (Bryan and white, 1982) Schingga ketika Orde Reformast muncul
maka sulit rasanya untuk begitu saja membalik kepnbadian Orde Baru untuk diganti
dengan kepribadian reformasi

Dengan munculnya era baru administrasi publik, dengan munculnya
“New public Management”  maka pelayanan kepada masyarakat  harus mengikuti
arah perubahan itu menjadi sebuah “new Public service” yang merupakan inti dani
paradigma new public management. Untuk menghadapi itu semua, perubahan

mendasar pada baiik organisaional maupun budaya Kultur dan sistem periu dilakukan.

Penclitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pelayanan publik dari
sisi kondisi sumber daya aparatur, yang secara spesifik akan melibat tentang masalah
perubahan sikap dan onentasi dari aparatur birokrasi/pemerintahan Kajian ini sangat
penting mengingat orientasi sikap dan perilaku aparatur sangat menentukan terhadap
terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan  harapan
masyarakat.

Secara kelembagaan, program reformasi pelayan dan publik sudah
dikatakan berjalan, namun yang masih menjadi persoalan adalah para pelaksana yang
sulit untuk secepatnya mengikuti tuntutan dan perubahan paradigama dari sistem
peleyanan. Sikap dan perilaku yang diperankan oleh para birokrat/aparatur masih
cenderung terinkorporasi dengan sistem dan budaya lama yang bersifat paternalis
dan elit. Dimana para birokrat menganggap dirinya sebagai pihak yang dibutuhkan
dari pada piohak yang melayani. Dengan kata lain ketika aturan main sudah dirubah,
sudahkan orienntasi sikap dan perilaku aparat dalam melayani masyarakat juga
berubah

Untuk keperfuan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
tentang orientasi sikap dan perilaku aparat briokiasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik pada lembaga pemenintah Kabupaten Banywmas

KERANGKAKOSENPETUAL

Pelayanan publik merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah dacrah. Banyak hal yang menjadikan
pelayanan publik ini berkualitas, dalam perpekstif*‘good governance' pelayanan
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publik harus dapat mencerminkan adanya sist  tingkat kepuasan dan kedua belah
pihak, yaitu antara yang membert dan menerima pelayanan, Namun demikian dalam
konteks pelayanan publik, maka kata kuncinya ialah kemampuan pemernintah
mengatur penyediaan beragam pelayanan publik yang responsif, kompetitif dan
berkualitas kepada rakyatnya (Abdul Wahab, 1998 © 4). Oleh karena o terkat
dengan kondisi kualitas pelayanan publik, maka sisi pemberi pelayanan, khususnya
aparat pelaksana vang melakukan pelayanan, merupakan sisi yang paling dominan
dalam menuju kualitas pelayanan.

Kesiapan aparatur dalam pembenian pelayanan yang berkualitas,
merupakan kata kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada masa yang
akan datang. Karena kalau melihat kondisi saat ini, banyak pengamatan yang
menyimpulkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, adalah
belum maksimal -kalau tidak mau dibilang buruk. Alasan klasik yang sering terlihat
adalah udak efektifnya proses birokrast, pungutan liar hingga sikap dan pelayanan
yang tidak menjunjung prinsip customer excellence, (Priandoyo, 2008).

Pclayanan publik yang berkualitas merupakan dambaan dan setiap
warganegara. Pelayanan yang berkualitas secara koseptual adalah pelayanan yang
dapat memenuhi harapan warganegara (Wayan Sudana, 2005).. Artinya tidak ada
kesenjangan antara harapan warganegara terhadap pelayanan yang diterimanya
dengan pelayanan yang dibenikan oleh  penyelenggaa pelayanan  (Wayan
Sudana 2005). Dengan demikian semakin sama antara apa yang dibarapkan dangan
apa yang diterima, maka masyarakat menganggap bahwa pelayanan yang diberikan
olech peanyelenggara pelayanan sudah baik dan berkualitas. Untuk  dapat
menyelenggarakan pelayan berkualitas, ada empat hal yang dapat menjadi penopang
terselenggaranya kegiatan pelayanan, yaitu adanya sistem pelayanaan  yang
mengutamakan kepentingan masyarakat; adanya kultur/budaya pelayannan dalam
organisasal penyelenggara pelayanan yang mendukung, dan sumber daya Manusia
(SDM), selaku pelaksana yang berorientasi kepada kepentingan  pengguna jasa
pelayanan dan berfungsinya mekanisme voice yang dapat diperankan oleh LSM,
Media, organisas: profes: dan ombusdman. (Ratmunto, 2005).

Dalam peneltian ini lebih menyoroti pada bagaimana onentasi sikap dan
perilaku aparat birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Perubahan sikap
dan orientasi perilaku ini berkaitan dengan tugas pelayanan dari Pemerintah
Kabupaten yang semakin berat, dengan menckankan pada ‘public servivee
orientation’ (O'Donavan, 1994:12). Mcnurut Panandiker dan Kashirsagar,
(1977:309-312) ada cmpat onentasi yang perlu dipalankan oleh scorang
administrator/birokrat  dalam menjalankan fungsinya sebagm ‘public  service
officer’ Pertama, change oriented yaitu para birokrat dan pegawai yang ada dalam
tubuh organisast birokrasi harus mempunyai kemauan untuk untuk mengantarkan
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pada perubahan-perubahan yang dunginkan Perubahan yang dimaksud adalah
mengikuti gerak langkah dinamika masyarakat. Kedua, Result oriented yaitu para
pegawai/birokrat harus mempunyai kemauan untuk mencapai hasil kena sesua
dengan yang telah ditetapkan, sesuai dengan kualitas standar yang disepakati bersama.
Ketiga, Citizen-participation oriented yaitu adanya kemauvan untuk memberikan
kesempatan kepada masyarakat ikut dalam proses pelayanan, terutama dalam
kegiatan pengawasan. Keempat, Commitment to work yaitu adanya kesungguhan
dan para aparat birokrasi dalam bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan yang,
dimiliki. Selain empat hal diatas, O'Donavan ( 1994:13), jupa mengemukakan 4
karaktenisuk orientasi yang perlu untuk dimiliki oleh para administrator, yaitu
Pertama, Customer-oriented, adalah orientasi yang lebih mementingkan pelayanan
kepada masyarakat dari pada kepada dini sendini, sehingga ia benar-benar mengetahul
karakteristik dan kebutuhan pelanggan. Kedua, Responsive and responsible,
Orientasi ini menckankan pada sikap tanggap terhadap segala permasalahan yang
timbul di masyarakat, khsususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakal atas
pelayanan yang harus diberikan oleh Pemerintah dacrah Ketiga, believe in quality and
quality control; yaitu orientasi yang menghendaki adanya peningkatan kualitas
pelayanan Keempat, action-oriented, yailu ofientasi yang menunjukkan lebih
mendahulukan tindakan/aksi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang
timbul dalam masyarakat.

Indikator-indikator tersebut di atas akan diderivasikan untuk mengukur
tentang kesiapan aparatur pemerintah, yang dikaitkan dengan onentasi sikap dan
perilaku. Indikator tersebut  mencakup pemahaman terhadap aturan mamn dalam
pekerjaan, orientasi pada perubahan, orientasi pada kualitas pelayanan, onentast pada
masyarakat, dan komitmen terhadap perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Survey deskriptif, yaitu
penclitian untuk mencari data seluas mungkin dalam rangka mempelajan kondisi
sosial dari suatu kelompok manusia, hubungan antar manusia dan juga polakelakuan
manusia (Vredenbregt, 1984), Sasaran penelitian para pegawai pada kantor-kantor
yang hanyak melaksanakan kegiatan pelayanan umum schanyak 101 reseponden
yang diambil dari 8 instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang meliputi Kantor
Pelayanan Perijinan dan Inverstasi (KPPI), Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana (BKCKB), Dinas Koperasi dan UKM, Badan Penelitian dan
Pengembangan, telematika dan arsip Dacrah (BAPELITELARDA) dan Kantor
Kecamatan Purwokerto Utara, Kecamatan Purwolkerto Selatan, Kecamatan
Purwokerto Barat dan Kecamatan purwokerto Timur. Jumlah responden yang diambil
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adalah 101 responden. Untuk menganalisis penelitian digunakan tekmik statnstk
deskripuf, yaitu Mean Median dan Maodus.

Sesuai dengan fokus penelitian, maka perspekiif penelitian ini dilihat dan
aparatwr pemenntah. Memang  dimungkinkan dailihat  dan sis para penenima
pelayanan. Namun untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang sikap dan
perilaku, dan komitment pegawai dalam pelayanan publik, maka persepktif aparatur
sebagai penyedia dan pemberi pelayanan merupakan pilihan.

HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis tentang orintasi sikap dan penlaku Aparat dalam
pelayanan publik digunakan gabungan ukuran yang dikemukakan oleh Panandiker
dan Kashirsagar, (1977) dan O'Donavan, 1994. Dari 8 dimensi yang dikemukakan,
dalam peneditian ini di kelompokkan menjadi 5 dimensi yang meliputi: Pemabaman
terhadap Lingkungan kesja, orientasi pada perubahan, Kemauan untuk menerima
kritik, orientasi pada kualitas pelayanan dan komitment terhadap pekerjaan. Hasi!
analisis terhadap kelima dimensi tersebut sesuai dengan metode yang digunakan
diperoleh hasil seperti yang tersaji pada tabel benkut:

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif Lima dimensi sikap dan Perilaku Aparat

dalam Pelayanan Publik
Pemabansn | Onentass Keomauan | Oneotasi | komstmen | Kata-ralas
tehadap pahs wntuk pada techadap ailal
Linghungan | Perubahan | mencrima | kwalitas | pekenaan
Kena krnk pelayanan
e o3 TR iy £ 6
# N 101 101 5 1 101 101 !‘_",_A
Mean 279 2,77 2,66 2,69 2.7 2,73
Median 3,00 300 3,00 3,00 3,00 3,00
Mode k) 3 3 3 3 3
Suem 282 280 269 272 275 2756

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa secara urnum kelima dimensi
dari orientasi sikap dan perilaku aparat Birokrasi Kabupaten Banyumas menunjukkan
pada kondisi yang baik. Hal ini dapat dilibat dari skor rata-rala berada pada angka,
2,73, dari nilai tertinggi 3. dan nilai terendah adalah |, sedangkan median adalah 3.
Dengan skor tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tngkat kesiapan aparatu
pemerintah dalam pemberian pelayanan publik dikatakan ‘siap’ Selanjutnya dilihat
berdasarkan kategori tentang tingkat kesiapana aparatur dalam pelayanan publik yang
berkualitas kepada masyarakat, tersaji dalam tabel berikut:
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Tabel 2. Kesiapan Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Pelayanan
Publhik

Kategon Frekuensi Persentase
Rendah-tidak siap - .
Sedang-kurang siap 24 73,76
Tinggi-siap n 76,24
Total 1) 00 100,00

Sumber: Data anc; Diolak 7

Tabel di atas menunjukkan bahwa, tingkat kesiapan aparatur pemerintah
Kabupaten Banyumas dalam pelayanan publik yang berkualitas berada dalam
tingkatan tinggi atau kondisi “siap”, dengan persentase 76,24 persen, Hasil ini
mengindikasikan bahwa secara umum aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas
telah siap untuk melakukan kegiatan pelayanan yang barkualitas kepada masyarakat.

Hasil penelitian diatas, juga sebagian menunjukkan adanya hal-hal yang
masih perfu diperhatikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayana publik, masih
belum maksimaloya tingkat kesiapan aparatur, baik dilibat dan kemauan
pemahaman terhadap lingkungan kerja, kesiapan untuk berubah, komitmen terhadap
pekerjaan, dan orientasi terhadap hasil pekerjaan, mencerminkan bahwa masih
belum maksimalnya Kinerja aparat dalam pembenian pelayanan publik. Menurut
Priandoyo (2008) menyatakan bahwa, ada 3 hal yang menycbabkan pefayanan publik
kurang maksimal, pertama, ratinitas yang menjebak, hal ini disebabkan karena
aparatnya setiap hari melakukan hal yang sama dan monoton, pekerjaan yang
dilakukan dan han kehar, adalah hal yang sama. Kedua, Semangat korps yang mula:
menurun. Kondist ini disebabkan karena kurang ada vang dapat memben kebanggaan
terthadap pekerjaan terkait dengan kinerja korp tersebut Ketiga, Masih adanya
kekuasaan yang terlalu besar, oleh karena pekenaan pelayanan dapat dijadikan
schagai tambahan penghasilan. Hal i1 juga sesuai dengan apa yang dinyatakan olch
Keban (2005) bahwa ‘pegawai negen sening mencari-cari alasan atas kinerja yang
buruk, absenst, dan praktek-praktek korups: dengan menyatakan bahwa mereka tidak
dibayar dengan cukup'. Alasan peating lunnya adalah peluang untuk melakukan
tindakan yang bertentangan dengan etika yang berlaku dalam pembenan pelayanan
publik sangat besar. Pelayanan publik tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan,
atau dengan kata lain begitu kompleksitas sifatnya baik berkenaan dengan mila
pemberian pelayanan it sendin maupun mengenai cara terbaik pembenan pelayanan
publik itu sendiri. Kompleksitas dan ketidakmenentuan ini mendorong pembert
pelayanan publik mengambil langkah-langkah profesional yang didasarkan kepada
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“keleluasaan bertindak” (discretion). Dan  keleluasaan intlah yang senng
menjerumuskan pemberi pelayanan pubbik atau aparat pemerintah untuk bertindak
tidak sesuai dengan kode etik atau tuntunan perilaku yang ada. Oleh karena ity
pembinaan terhadap pegawai terkait dengan pelayanan publik sangat penting puna
peningkatan kinenja pelayanan birokrasi pelayanan.

Selanjutnya di bawah ini akan dibahas masing-masing dimensi yang dapat
mendukung terhadap kesiapan aparatur dalam peningkatan pelayanan public, yang
tercermin dalam lima dimensi, yang akan dibahas dibawah ini.

1. Pemahaman Aparat Terhadap Lingkungan Kerja

Yang dimaksud dengan pemahaman aparat terhadap lingkungan kerja
adalah tingkat penguasaan aparat hal-hal yang terkait dengan tugas dan tangguny
jawabnya. Di dalamnya terdini dari, tingkat pemahaman aparat pemerintah terhadap
aturan yang terkait dengan bidang mgasnya; dan pemahaman terhadap sisten dan
prosedur pelayanan.

Pemahaman pegawai atas lingkungan kena secara konseptual akan
memberikan dorongan bagi pegawai untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya
secars benar, Hasil penelitian yang menunjukkan rata-rata skor untuk dimensi i
adalah 2,79, dari skor tertinggi 3, ini berarti berada pada angka kualitas 93 persen atas
dimensi. pemahaman pegawai terhadap lingkungan kerja, menunjukkan bahwa
schagian besar aparat birokrasi telah menguasai terhadap apa yang menjadi tanggung
jawabnya. Sehingga dengan kondisi i sangat memungkinkan bagi pegawin
pemerintah kabupaten untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakal
Hal ini karena misi aparat birokrasi adalah membernikan pelayanan sebaik-baiknya
kepada masyarakat, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, schingga
bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak (Wayan
Sudana, 2005)

Terkait dengan pemahaman lingkungan, maka aparat pelayanan harus
benar-benar memahami terhadap sistem dan prosedur pelayanan yang ada Tanpa
memahami hal tersebut, maka yang terjadi adalah pelaksanaan pekerjaan yang lebih
mengarah pada kebiasaan rutin, Karena tidak jarang terjadi bahwa kebisaan rutin
yang dipraktekkan pada organisasi birokrasi, akan menjadikan karyawan atau
pegawai menjadi malas untuk mengenal lebih jauh tentang apa yang scharusnya
dikerjakan. Kondisi inilah yang pada hal-hal tertentu, pegawai menjadi sulit untuk
mengikuti perubahan, karena merasa dirinya telah mapan dengan hal-hal dan
kebiasaan rutin. Oleh karena itu, suatu hal yang disarankan dalam hal i adalah pedu
adanya pembinaan yang terus menerus, dan apabila perlu maka diadakan rotasi tugas
secara rutin, untuk membiasakan pegawai belajar dengan situasi yang baru
(Priandoyo, 2008). Dua sub dimensi atas dimensi pemahaman terhadap lingkungan
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kerja akan dianalisis di bawah ini.

a. PemahamanAparat Pemerintah Dacrah terhadap Terhadap Aturan
dalam lingkup tugasaya.

Pemahaman aparatur pemerintah terhadap atauran aturan terkait dengan
pekerjaan merupakan hal yang sangat vital dalam kegiatan pelayanan kepada
masyarakat. Oleh karena i, dimensi ini akan menjelaskan prosentase jumlah
pegawal yang memahami dengan baik tentang aturan-aturan ying ada, dalam
lingkup tugasnya.

Tabel 3. Pemahaman Aparat Pemenntah Dacrah terhadap Aturan

Kategon Frekuens: j Persentase
Rendah k) 30
Kurang Baik 19 188
Baik ™ 78,2
Total 101 1000

ERSEL d
Sumber: Data Primer Diolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa, sebagian besar aparal pemenntah
daerah memiliki pemahaman yang baik terhadap aturan dan kebijakan yang ada, yaitu
sebanyak 78,2 persen, dan masih ada sejumlah pegawai yang pemahaman tethadap
aturan masih rendah yaitu sebanyak 3 persen, dan pemahaman kurang baik sebesar
18 8 persen. Kondisi yang demikian mengidikasikan bahwa, temyata belum semua
pegawai yang ada pada unit pemerintah memahmi secara baik terhadap aturan yang
ada. Walaupun dengan persentasce sebesar 21 persen lebih, tetapi ini dapat berakibat
pada kinenja pelayanan pemenintah dacrah secara umuit. Selanjutnya, analisis lebih
rinci terhadap dimensi tersebut akan dijelaskan secara berturut-turut dibawah ini.

Tabel 4, Tingkat Pemahaman Terhadap Sistem dan Prosedur Pelayanan Kantor

Saudara
Kategon o Frekucnss Persentase 1
Mesmabams sehagian kecil saja 12 e
Memahami sehagian besar 549 584
Memahami secara keseluruhan wn 297
Total 101 1000
N e —

Sumber:Data Primer .Dn'olah
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Kondisi di atas dapat disebabkan paling tidak oleh  dua hal, Pertame,
kurangnya pemahaman pegawai terhadap prosedur disebabkan karena pegawan yang
bersangkutan kurang mau mempelajan tentang sistem dan prosedur secarna lenghap,
hal ini karena pegawar cenderung terpaku pada apa yang menjadi bagian dan
pekerjaanya, schingga merasa kurang perfu untuk mempelajari hal-hal yang, i o
pekerjaannya. Kedua, Kurangnya perhatian dan pimpinan untuk mendorong pada
pegawai mempelajan tentang hal-hal yang terkait dengan tugas dan tangguny
jawabnya. Kondisi yang demikian mengadung makna bahwa ketaatan terhadap
aturan dan atasan dapat menycbabkan pegawai menjadi kurang kreatif, dan kurang
berkembang,.

b. Pemahaman Aparat Terhadap sistem pelayanan

Pemahaman aparat terhadap sistem dan prosedur pelayanan mesupakan
hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat. Dengan pemahaman  yang memadai diharapkan para aparal
mengetahul tentang kelemahan dan kelebihan dalam proses pelayanan yang
dijalankan. Dengan demikian, upaya untuk melakukan perubahan dapal secars
mudah dilakukan. Dari hasil analisis diketahui bahwa kemauan berubah yang
‘ungpi':dan aparat memiliki prosentase scbesar 66,3 persen, kemauan berubal
yang sedang sebesar 32,7 persen dan yang “rendal’ hanya satu persen. Hasil
selengkapnyatersaji pada tabel berikut:

Tabel 5. Pemahaman Terhadap Sistem dan Prosedur Pelayanan

Kategon Frekuens: Persentase
Tingin 67 663
Sedang 3l 32,7
Rendah | 1.0
LToul 101 1000

Sumber: Data Primcrl)io)ah

Secara lehih detail, mengenai kondisi aparat tentang, kemauan berubah,
dapat dilihat dari beberaoa item insterument seperti yang tersaji di bawah .
Beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur tingkat kemauan berubah
dari aparat, antara lain: penilaian aparat terhadap sistem pelayanan; kesiapan
melakukan perubahan; dan kemauan untuk menyelesaikan masalah

Pavyviraggs: we (BT
b g




2. Orientasi Aparatur Pemerintah Dacrah terhadap Perubahan

Dimensi ini akan menjelaskan tentang kesiapan aparatur pemenntah
untuk menyesuakan tuntutan perkembangan dan perubahan yang tenjadi, baik yang
diakibatkan oleh adanya kebijakan, maupun tuntutan dan masyarakat yang semakin
kompleks yang selalu berkembang dan berubah. Hasil penchtian yang menunjukkan
angka rata-rata skor sebesar 2,77 atau 92,3 persen dari angka tertinggi 3, dapat
dikategorikan bahwa  aparat buokrai pada pemerintah Kabupaten Banyumas
memiliki kemauan untuk berkebang. Dalam kategori lain hasil analisis tentang
oricntast aparatur pemenntah dacrah terhadap perubahan tersap pada tabel berikut:

Tabel 6. Orientasi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Perubahan

Kategon Frekuensi Persentase
Sedang 23 29
Tingg 78 7.1
Total 101 1000

Sumber-; L)a;a Primer Diolah

Hasil analisis dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebesar 77,1 persen
aparat pemerintah daerah memiliki orientasi pada perubahan dalam kategori "tingg1’,
dan hanya 22,9 persen yang memiliki onentasi kategori ‘sedang’. Bila dilihat dan
bersarnya persentase, maka dapat dikatakan bahwa, tidak semua pegawai memiliki
kemampuan untuk cepat mengikuti perubahan. Demikian pula tidak semua pegawai
memiliki kemampuan untuk mengikuti tuntutan perubahan

Perubahan sistem pemerintaban dari terpusat menuju desentralisasi
membawa dampak yang cukup besar terhadap sikap dan penilaku aparatur pemerintah
dacrah. Dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada pemenintah
dacrah dan kota untuk mengelola dacrahnya, menuntut kepada para aparatur yang
ada untuk segera menycsuaikan dengan kondist yang ada. Demikian pula dengan
perkembangan tuntutan masyarakat atas sistem pelayanan publik, masyarakat
menuntut kepada aparat pemerintah pemberi pelayanan juga untuk senantiasa
mengikuti terhadap perkembangan yang begitu cepat berubah dan berkembang. Hal
ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Djayawinata (2007) bahwa, Suatu
pelayanan yang cfisien akan dimungkinkan oleh adanya kompetisi dalam
memberikan pelayanan. Schingga dengan demikian pemben layanan dipaksa untuk
meningkatkan kemampuan pelayanannya sekaligus melakukan movasi supaya tidak
tertinggal dalam persaingan.  Tuntutan kearah tersebut semakin nyata mengingal
semakin kritisnya publik terhadap rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh
pemben jasa yang monopolistik. Namun demikian permasasalahn yang memang
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urmun tergadi adalah aparat pemerintah sering kali sulit untuk meagikuti tuntutan
perubahan yang teradi, hal ini sudah divangkapkan sejak lama bahwa, One of the
most important virtues of administrator is the capabiiity to understand rapid change
and complex enviromental change and help his orgamzation adapt creativity o the
change (Campo And Sundaram, 2003).

3. Orientasi Pada Kualitas Pelayanan

Hasil pekerjaan biasanya menunjukan pada kondisi akhir atau  produk
suatu kegiatan. Dalam kegiatahn Pelayanan Ornientasi hasil menujuk pada kualitas
pelayanan Dalam penclitian ini yang dimaksud dengan kualitas pelayanan pekerjaan
adalah produk dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dalam kegiatan
pelayanan. Orientasi sikap yang berorientasi pada kualitas pelayanan  adalah sikap
yang mengedepankan pada muty pelayanan, disesuakan dengan standar waktu dan
kualitas yang telah ditetapkan. Dengan demikian sikap pegawai yang beronentas:
pada kualitas pelayanan adalah sikap yang mencerminkan perhatian dan scorang
pegawai terchadap kualitas hasil pekerjaan. Oleh karena itu, untuk mengukur suatu
kualitas pelayanan, digunakan ukuran kehati-hatian; ketelitian, dan kualitas hasi!
pekerjaan sesuai dengan standar kualitas dan  batas wakm penyelesaian pekerjaan
sesual dengan wakiu standar yang telah ditetapkan.

Dibawah ini akan sajikan hasil analisis variabel oreintasi pada kualitas
pelayanan dari pegawai pemerintah Kabupaten Banyumas.

Tabel 7. Onentasi pada Kualitas Pelayanan

Kategon Frekuensi Persentase
Tinggi 78 Ti3
Sedang 18 17,8
Rendah 5 4.9
Total 101 100,0

Sumber: Data Primer Diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa, sebagian besar pegawii pemerintah
Kabupaten Banyumas memiliki Orientasi pada kualitas pelayanan dengan kategori
‘tinggi' sebesar 77,3 persen, dan 17,8 persen memiliki orientasi pada hasil kategon
‘sedang’ dan hanya 4,9 persen yang memiliki kategori rendah. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa, secara umum pegawai pemerintah Kabupaten Banyumas
memiliki kinerja dengan orientasi pada kualitas pelayanan yang cukup tinggi.
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Namun demikian masih ada schagai pegawa yang orientasi pada kualitas masih
sedang. Sebagai organisasi pelayanan publik birokrasi tetap ditutntul pelayanan yang
prima, dimana masyarakal tetap mengharapkan tidak ada kesalahan dan kelambanan
sedikitpun dari pelayanan diterima oleh masyarakat. Masyarakat tetap menuntut
kepada aparat pelayanan untuk bekerja lebih professional dalam arti bahwa mercka
tidak hanya diminta untuk bekerja  demi tercapainya tujuan secara efekuf, efiscien
dan ekonomis, tetapt juga bekerja lebih bertanggung jawab, adil dan jujur, dan juga
tutntuan masyarakat agar aparat pelayanan memperhatikan dengan sungguh-sungguh
kebutuhan, keinginan, aspirasi dan sejauh mungkin bisa memenuhinya. ( Islamy,
1999)

4. Keterbukaan Terhadap Kritik Dan Keluhan, Untuk Memenuhi Kebutuhan
Masyarakat

Variabel sclanjutnya yang akan dianahsis adalah  variabel keterbukaan
pegawai terhadap kritik dan keluhan, serta transparansi dalam bekertja. Keterbukaan
yang demikian, dalam lembaga publik sangat penting, karena dalam pemberian
pelayanan diperlukan pegawai yang, terbuka terhadap setiap keluhan yang didukkan
oleh masyarakat penerima layanan. Oleh karean itu, untuk mengukur vanabel
tersebut, ada 3 sub indikator, yaitu terbuka terhadap kritik, dan tranparansi dalam
bekerja. Tabel dibawah int menunjukan hasil analisis tentang varaibel terscbut.

Tabel 8. Tingkat keterbukaan pegawai terhadap kritik dan keluhan dan masyarakat

Kategon Frekuensi Persentase
Hendah 6 59
Sedang 16 158
Tingg 9 73
Total 101 100,0

i !
Sumber: Data Primer Diolah

Keterbukaan tethadap kritik dan keluhan masyarakat merupakan modal
bagi  birokrasi untuk dapat berubah, menyesuaikan dengan keinginan dan
kepentingan masyarakat, dan aparatur sebagai pelayan publik harus tertanam kuat
komitment terhadap kebutuhan nyata publik dan keadilan sosial baik sebagal
landasan etik, tjuan maupun sumber pemikirannya (Frederickson, 1980), atau
meeting the need of each individual served ( Morgan and Bacon dalam Abdul Wahab,
1999)

Hanya sayangnya senng masyarakat dianggapa hanya scbhagai warga
yang harus tunduk kepada semua pertauran dahn ketentuan yang dibuat oleh
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organisasi birokrasi. Kondisi inilah yang pada tahapan tertentu akan mengarah
kepada penyalah gunaan wewenang, akibat adanya kekuasaan yang tnggi yang
dimilikinya. Kecenderungan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dengan
pemberi layanan monopolistik  akan merendahkan mutu  pelayanan Karena
kecenderungan ketidakpedulian atas adanya kntik publik (Djayawinata 2007)

5. Komitmen Aparat Terhadap Pekerjaan

Secara konseptual, komitment pegawai dapat diartikan sebagai suatu
keinginan pegawai untuk secara sunggub-sungguh dalam melaksanakan tugas dan
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, scorang, pegawal
yang memiliki komitmet terhadap pekerjaan, biasanya akan memiliki pilihan
prioritas terhadap kepentingan, baik yang terkait dengan kepentingan pribadi,
kepentingan keluarga, maupun kepentingan lembaga dimana dia bekena Untuk
mengukur variabel i digunakan antara lain. priontas dalalam pekenaan, waktu
kedatangan ke kantor, waktu kepulangan dari kantor; kedisiplinan dalam bekenja;
ketelitian dalam bekerja; dan tanggung jawab terhadap pekenjaan.

Berdasarkan analisis statistk diketahui bahwa komitment pegawin
pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakil
adalal termasuk dalam kategori 'tinggi’, yaitu dengan perincian 24.8 persen pegawi
memiliki komitement yang ‘sedang’ dan 75,2 persen pegawai memiliki komitmen
terhadap pekerjaan dengan kategori 'tinggi’. Hasil selengkapnya tersaji dalam tabel
berikut:

Tabel 9. Komitmen Pegawai tethadap Pekerjaan

Kategon Frekuvensi Persentase
Sedang 25 248
Tingsn 76 752
Total 101 1000

Sumber: Data Primer Diolak

Kondisi di atas mencerminkan bahwa temyata tidak selurub pegawai
memiliki komitmen kerja yang baik terhadap pekerjaan. Hal ini juga memberikan
makna bahwa tidak semua pegawai secara sungguh-sunggub dalam melaksanakan
pekerjaanya. Asumsi yang dapat dibuat dari kenyataan ini adalah bahwa, bagi
pegawai yang kurang memiliki komitmen dalam pekrjaanya, dapat disebabkan
karena frustasi, dengan kerja yang dilaksanakannya, kurang memperoleh sesuatu dari
pekerjaannya seperti yang diidamkannya; atae kurang merasa mendapatkan
perlakuan adil dari lembaga dimana dia bekena.
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Komitmen pegawai terthadap pekerjaan merupakan hal yang sangal di
butuhkan dalam mencapai kinega yang diinginkan, hal ini ditunyukkan dengan
tingkat kesungguhan dan kesenusan pegawai dalam melakukan dan menyelesalkan
pekerjaan. Hasil ini sesual dengan apa yang dikatakan oleh Mowday and Meyer
(dalam Ashion, 2001 ) bahwa komitmen terhadap pekerjaan adalah "an indivuidual
affectively commited to their organization (i.e. those who identify with involve
themselves in organization)” atau menurut Meyer and Herrscovicth (2001)
menyatakan bahwa' the mindset characterising commitment by the front affective
commitment is desire... to pursue a course of action of relevance fo a target'.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, diaatas, maka penclitian ini menyimpulkan bahwa,
Secara umum aparatur pemerintah Kabupaten Banyumas telah stap untuk
melaksanakan kegiatan pelayanan yang berkaulita untuk masyarakat. Hal im
ditunjukkan dengan orientasi Sikap dan Perilakn aparatur yang diperankan,
menunjukkan kearah tersebut. Kelima dimensi yang diteliti, yaitu Pemahaman
terhadap aturan main dalam pekerjaan, Orientast Pada Perubahan, Onicntasi pada
Hasil, orientasi pada masyarakat, dan komitmen terhadap perubahan, semua berada
dalam kategori tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa asumsi yang menyatakan
bahwa aparatur pemerintah Kabupaten dalam pelayanan publik kurang siap untuk
memberikan pelayanan yang berkualitas tidak semuanya terbukti

Namun demikian diakui bahwa masih ada scbagian dari pegawai pada
Pemerintah Kabupaten Banyumas yang orientasi sikap dan perilakunya belum sesuai
dengan apa yang seharusnya diperankan schagai peliyan masyarakat. Kondisi yang
demikian dischabkan karena masih kurangnya kesadaran terhadap kedudukan dinnya
sebagai pelayan masyarakat, schingga masih terlihat ada pegawai yang lamban dalam
memberikan pelayanan

REKOMENDASI

Atas dasar hasil penelitia tersebut, maka penclitian ini
merkomendasikan beberapa hal, pertama, periu dilakukan pembinaan yang terus
menerus kepada para pegawai terhadap peran dan tugasnya sebagai pelayan
masyarakat, terutama pentingnya pemberian pelayanan yang berkualitas dan
memuaskan bagi semua kalangan masyarakat, Kedua, Perlu diberikan pelatuhan yang
memadai dan sesuai Bagi para aparat yang secara khusus melayani masyarakat, untuk
memberikan bekal keteampilan, terutama terkait dengan adanya perubahan sistem
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dan prosedur Pelayanan yang ada. Ketiga, perlu segera disusun dan diterapkannya
Citizen Charter, untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dalam menerima
pelayanan dar aparat birokrasi,

— Payclorgpeeen Petepon Pl &
T PRIATRORTRML covnarte ot o eSS ISR SIS AT VSRR SIS e k352 e
SR




DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, 1999, Reformasi Pelayanan Publik, Kajian dan Perspektif
Teori Governance, Pdato pengukuhan Guru Besar Dalam [mu Kebijakan
Publik, Fakultas limu Administrasi, universitas Brawijaya Malang.

Barata, Atep Udaya, 2003, Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Persiapan
membangunan Budaya pelayanan Prima Untuk meningkatkan Kepuasan
dan Loyalitas Pelanggan Elex Media Komputindo, Jakarta

Bryant, Coralic & Louise G White (1987) Manajeman Pembangunan Untuk Negara
Berkembang, LP3ES, Jakarta. Effendi, Sofyan (1991), Mengembangkan
Kapasitas Administrasi Untuk Pelaksanaan Otonomi Daerah, Prospektif

No. 3 Volume 3 PPSK Yogyakarta.

Dwiyanto, agus, dkk, 2002, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Pusat studi dan
kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta.

Frederickson, H. Goerge, 1984, New Public Admnistraion, Universituy of Alabama
Press

Islamy, Irfan, 1999, Profesionalisme Pelayanan Publik, Makalah disampaikan pada
Pelatihan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur
Pemerintah Dacrah Dalam Era Globalisasi, 12 Oktober 1999, Kabupaten
Tk 11 Trenggalek

Keban , Yeremas, T, 2001, Etika Pelayanan Publik: Pergeseran Paradigma, Dilema
dan Implikasinya bagi Pelayanan Publik di Indonesia Majalah Perencaan
Pembangunan'Edisi 24 Th 2001\ Yeremias T

Kumorotomo, Wahyudi , 2005, Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa
Transisi, Magister Administrasi Publik dan Pustaka Pelajar Yogyakarta

Mocljarto, T, (1993), Transformasi Budaya Birokrasi dalam Kontehs Transformast
Struksural, Seminar Nasional Dalam Rangka Dics Natalis ke-38 FISIPOL-
UGM, Yogyakarta.

Mohamad, Ismail, 2003, Aktualisasi Pelayanan Prima Dalam Kapasitas PPNS
sehagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakas, Makalah, disampaikan
Jdalam Diskusi Panel Optimalisasi Peran PNS pada Pelaksanaan Tugas

Pokok
O'Donovan, Ita, 1994, Organisational Behavior in Local Government, Longman,
London
137 x Ceasrrtt ks

P .y sy Purpbangywans Vota e Pt o
~b- . ¥daqarton Oaryurnn
PR T Ve

Panandiker, VA, Pai dan \\ Kahirsagar, (1977), Burcancratic Adaption to
Development Administration, dalam The Dynamic Of Development
Concept Publishing Company, New Dethi, India. :

Radar Banyumas, 14 Pebruan 2006

Prihandoyo. hnp;,-/priandoyo.wordprcss.amv’ZOOS/’Olf23/mc vapa-pel )
publik kita-buruk/ ngapa-pelayanan

Ratminto, 2005, Manajemen Pelayana:  pengembangan Model Konseptual,
penerapan Citizen's Charters dan Standar Pelayanan Miniml, Pustaka
Pelajar Yogjakarta.

Salvatore Schiavo-Campo And Pachampet Sundaram, 2003, To Serve And 1o
ir;_;.;‘;.'rw: Improving Public Administration In A Competitive World,

Sudana, Wayan, 2005, Lemahnya etika pelayanan public Bali Post - Selasa kliwon,
22 Pebruari 2005

Susanto, Agus. 2005 Manajemen Pelayanan Publik. Makalah. Publikasi Intemet :
http//www ombudsman or. | 02,

Vrcdcmhc;g:‘, (1993), Metode dan Tehnik Penelitian Masyarokat, Rajawaly Press
arta. ;

World Bank, 2005, Pelayanan Publik — Reformasi yang Sama-Sama Menang,
dalam Indonesia Policy Briefs - Ide-Ide Program 100 Hari World
Bank Hu// www. Worldbank org

Priandoyo,, 2007, kunsqn—dasar-dalam-mcmuashn-pcbmggan-pclayanan-publikl
A | 2008, mengapa-pelayanan-publik-kita-buruk ,

hitp://priandoyo.wordpress com/2008/01/23/men ayanan-publik
otz gapa-pelayanan-publik-

- anv 138




